BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pembentukan Peraturan Daerah merupakan suatu hak yang diberikan
kepada pemerintah daerah untuk legative sebuah aturan dan kebijakan-
kebijakan daerah yang berguna untuk melangsungkan kegiatan otonomi yang
berkelanjutan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Pada setiap pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,
diberikan kewenangan untuk menetapkan rancangan peraturan daerah menjadi
peraturan daerah resmi, yang disiapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang dimana disebutkan bahwa pemerintah daerah
provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
Dan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 yang dimana juga disebutkan bahwa pemerintah daerah berhak
menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk

melaksanakan tugas otonomi dan tugas pembantuan.*

! Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Peraturan daerah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Peraturan Daerah
Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam pembentukan peraturan
daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki batasan-batasan khusus
mengenai ketentuan negatif rancangan peraturan daerah, misalnya untuk
Peraturan Daerah Provinsi, DPRD Provinsi berwenang menyusun peraturan
tersebut. Kewenangan DPR dan DPRD diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 6 Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Peraturan Tata Tertib, yang secara bersama-sama menegaskan kewenangan
DPR untuk membentuk, merancang, dan menetapkan peraturan perundang-
undangan.? Pembentukan peraturan daerah dilakukan dalam Prolegda Provinsi.
Prolegda atau Program Legislasi Daerah merupakan alat perencanaan
penyusunan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
yang disusun secara cermat, terpadu, dan metodis. Selanjutnya, rancangan
peraturan daerah dapat disusun oleh DPRD beserta perangkat daerahnya,
dengan syarat disetujui oleh masing-masing Kepala Daerah.

Secara spesifik, peraturan daerah kabupaten/kota merupakan peraturan
terendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Selain itu, peraturan
daerah kabupaten/kota di bidang jalan raya juga merupakan peraturan yang
paling banyak diatur di Indonesia. Bila dilihat dari banyaknya kabupaten/kota

di Indonesia menjadi suatu regulasi yang mendapat perhatian lebih dari

2 peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib



pemerintah pusat karena regulasi kabupaten/kota merupakan regulasi yang
berdampak langsung kepada masyarakat.® Peraturan daerah sebagai salah satu
alat atau perantara dalam melakukan perubahan social dan demokrasi sebagai
suatu wujud dari masyarakat dalam daerah yang beradaptasi dari tantangan-
tantangan pada tingkat ekonomi dan globalisasi sekarang serta menciptakan
good local governance yang menjadi satu kesatuan dalam pembangunan yang
berkesinambungan di daerah.* Maka dari itu, dalam penyusunan dan perumusan
peraturan daerah harus sesuai dengan asas dan prinsip yang telah ditetapkan
pada Undang-undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan
Perundang-Undangan. Dalam membentuk suatu peraturan perundang-
undangan harus berdasar pada asas-asas pembentukan undang-undang yang
dimana telah tercantum dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 13 tahun 2022
tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang
pembentukan peraturan Perundang-Undangan, yang dimana terdapat beberapa
asas-asas

Dari adanya asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan tersebut,
maka tentu ada alasan dan tujuan keberadaannya. Seperti jika di lihat dari

Produk Hukum Daerah pasti memiliki tujuan Tujuannya adalah agar dapat

% Ateng Syafrudin, Titik Berat Otonomi Daerah Pada Derah Tingkat li Dan Perkembangannya,Manda
Maju, Bandung, 1991, HIim. 8.

# Huzaeni Muhammad & Anwar Wildan, (2021), “Pelaksanaan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan
Peraturan Daerah”, Jurnal Dialektika Hukum Vol.3 No.2, Hal 213-230



memberdayakan masyarakat, dan dapat mewujudkan kemandirian daerah.®
Namun, saat ini sudah banyak peraturan daerah yang telah disusun dan
disahkan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ada kemungkinan
asas-asas dalam pembentukan peraturan daerah tersebut sudah sesuai atau
sudah tertera dalam peraturan daerah, yang masih memerlukan kajian lebih
lanjut.

Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menganut sistem
aturan yang berjenjang atau menganut sebuah teori hukum berjenjang dari hans
kelsen. Dalam teori hans kelsen memuat bahwa sistem hukum positif tidak
boleh bertentangan dengan hukum positif diatasnya. Hal ini juga didukung oleh
adanya Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah yang menyebutkan pada ayat (1) dan ayat (2) bahwa
apabila suatu peraturan daerah baik peraturan daerah provinsi maupun
peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan gubernur atau bupati/wali kota
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, maka peraturan daerah tersebut
dibatalkan oleh Menteri. Dari uraian pasal 251 ayat (1) dan ayat (2) tersebut
telah dijelaskan bahwa sebuah peraturan daerah maupun peraturan kepala

daerah tidak boleh bertentangan, tidak hanya untuk peraturan diatasnya saja

5 Isnanto Bidja, (2021), Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Jurnal Wawasan
Yuridika, Vol. 5, No. 1, HIm. 113-130



namun juga tidak boleh bertentangan dengan kepentingan 5egati, dan juga
kesusilaan. ®

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol telah ditetapkan di
Kabupaten Sukoharjo. Sesuai dengan Pasal 2, tujuan peraturan ini adalah
sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam melakukan
pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Pasal 7 Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2023 menyebutkan tujuan dari adanya
Pengendalian dan pengawasan tersebut adalah untuk menjaga kententraman
dan kenyamanan serta untuk menertibkan peredaran minuman beralkohol yang
berada di masyarakat.” Pengaturan tentang minuman beralkohol ini penting
diadakan mengingat banyaknya kasus yang telah ditertibkan oleh petugas
Satuan polisi Pamong Praja. Seperti penertiban yang dilakukan oleh petugas
Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo selama kurun waktu tahun

2023-2024 telah dilakun penertiban dengan jumlah 7 orang pelanggar.®

Dari pasal tersebut telah merealisasikan asas-asas pembentukan peraturan
perundang-undangan dan adanya peneriban yang dilakukan oleh petugas
Satuan polisi Pamong Praja kabupaten Sukoharjo membuktikan bahwa

peraturan daerah kabupaten sukoharjo nomor 4 tahun 2023 tersebut memanglah

® Rizal Irvan Amin & Achmad, (2020), Mengurai Permasalahan Peraturan Perundangan-Undangan Di
Indonesia, Res Publica, Vol.6, No. 3, HIm. 205-220.

" Peraturan Daerah Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman
Beralkohol

& Bima Hani Kusuma, S.H., Polisi Pamong Praja Ahli Muda, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sukoharjo, Wawancara Pribadi, Sukoharjo, Kamis, 4 Oktober 2024.



diperlukan kajian terhadap asas-asas pembentukan peraturan daerah dan juga
penerapan peraturan daerahnya. Maka penelitian ini akan  mengkaji lebih
mendalam terkait dengan implementasi dari asas-asas pembentukan peraturan
perundang-undangan pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan juga penerapan
daripada peraturan daerah tersebut dimana sesuai dengan judul skripsi peneliti
dengan judul “IMPLEMENTASI ASAS-ASAS PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENERAPAN
PERATURAN DAERAH (Studi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman

Keras”.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah
sebagai berikut untuk membantu dan memahami dalam mengkaji masalah yang
akan diteliti, yaitu:

1. Apakah Peraturan Daerah kabupaten Sukoharjo No. 4 tahun 2023 tentang
Pengendalian dan Pengawasan Minuman beralkohol sudah menerapkan
asas-asas dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan
kedua atas Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan

peraturan Perundang-Undangan?



2. Bagaimana dengan hambatan dan upaya dalam penerapan Peraturan
Daerah kabupaten Sukoharjo No. 4 tahun 2023 tentang Pengendalian dan

Pengawasan Minuman beralkohol?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian struktur masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam
permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dalam Peraturan daerah Kabupaten Sukoharjo No.4
tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
sudah menerapkan asas-asas pembentukan undang-undang.

2. Untuk dapat mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dimasyarakat
dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No.4 tahun 2023
tentang pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan upaya

yang dilakukan dalam penerapan peraturan daerah tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini yang berjudul “ IMPLEMENTASI ASAS-
ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PENERAPAN
PERATURAN DAERAH (Studi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman

Beralkohol)” memiliki beberapa manfaat antara lain:

1) Manfaat Akademis



a. Dengan adanya penelitian ini akan membuat kontribusi terutama dalam
studi pengembangan ilmu hukum, terutama dalam memahami dan
menkaji terkait asas-asas pembentukan peraturan daerah.

b. Melalui penelitian ini juga akan dijabarkan teori-teori hukum dan juga
memberi wawasan tentang bagaimana asas-asas dapat diterapkan dalam
praktek.

c. Penelitian ini pasti ada sebuah masalah-masalah yang akan muncul
dalam implementasi asas-asas pembentukan peraturan daerah, sehingga
dalam penelitian dapat menjadi dasar untuk menjadi resolusi atau
pemecahan masalah.

2) Manfaat Praktis

a. Dari penelitian ini yang mengkaji tentang asas-asas pembentukan
peraturan daerah, dapat memberikan pandangan agar dapat
meningkatkan kualitas dan efektivitas peraturan daerah yang tentunya
lebih dibutuhkan di masyarakat

b. Dalam penelitian diharap bisa menjadi bahan bagi pemerintah daerah
maupun DPRD dalam proses legislali agar dapat memahami lebih
dalam saat penerapan asas-asas pembentukan peraturan daerah kedalam
produk hukum daerahnya.

c. Dalam penelitian ini juga mendorong kepada partisipasi masyarakat
dalam proses pembentukan peraturan daerah yang menekankan akan

Pentingnya asas keterbukaan dalam legislasi.



E. Kerangka Pemikiran
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Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Kerangka konsep ini disajikan dalam bentuk bagan untuk
menggambarkan bahwa dalam pembentukan peraturan daerah dengan studi
peraturan daerah kabupaten sukoharjo nomor 4 tahun 2023 Tentang
Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras yang di bentuk dan berlaku di
Kabupaten Sukoharjo. Pada konsep ini pembentukan peraturan daerah akan
berlandaskan pada Undang-undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan
kedua atas Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan
peraturan Perundang-Undangan dimana segala aspek yang harus ada baik itu
asas-asas, materi muatan, sampai dengan tata pelaksanaan telah tercantum
dengan detail.

Pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 1 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-
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Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan. Proses ini meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pengesahan
atau penetapan, dan pengundangan. Dari poin diatas telah dipaparkan bahwa
dalam tahapan pembuatan peraturan perundang-undangan terdapat:®

1. Perencanaan

2. Penyusunan

3. Pengesahan atau Penetapan

4. Pengundangan

Asas pembentukan hukum berfungsi sebagai kerangka kerja untuk menetapkan
peraturan hukum yang efektif.2° Akan tetapi, didalam setiap tahapan tersebut
masih ada prosedur-prosedur lain yang harus dijalani dengan urut. Dalam
penyusunan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang, peraturan
presiden, maupun peraturan daerah, perlu dicantumkan asas-asas pembentukan

peraturan perundang-undangan yang baik.

Asas-asas pembentukan perundang-undangan tersebut tercantum
dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua
atas Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan

Perundang-Undangan.!! Asas-asas yang berada di pasal 5 tersebut memang

® Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

10 Maria Farida Indrati S, llmu Perundang-Undangan 2 Proses Dan Teknik Pembentukannya, Pt
Kanisius, Yogyakarta, 2007, Hal. 226

' Nur Hidayati & Hayllen Stathany, (2021), Analisis Undang-Undang Ite Berdasarkan Asas
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Jurnal 1lmu Hukum, Vol. 10, No. 2, HIm
146-155
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harus terkandung didalam setiap peraturan perundang-undangan yang dimana
untuk mendorong maksud dan tujuan pembentukan setiap peraturan perundang-
undangan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang tentunya harus

dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.?

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan yang dibentuk oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota bersama dengan
Bupati/Walikota. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dalam pasal 18 ayat (2) dijelaskan yang salah satunya berbunyi
pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki hak untuk melaksanakan dan
mengatur urusan-urusan daerahnya sendiri sesuai dengan asas otonom dan
tugas pembantuan. Pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota merupakan
salah satu bentuk kinerja yang harus dilakukan pemerintah kabupaten/kota
sebagai bentuk cara mengatur dan melaksanakan berbagai program Kkerja
maupun sistem hukum vyang tentunya untuk mengembangkan standar

pelayanan hidup masyarakat daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol merupakan upaya
bersama antara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo untuk meningkatkan ketertiban umum.

Peraturan ini dirancang untuk memberikan kerangka kerja bagi pengendalian

12 Achir Nuvazria, (2020), “Anotasinormatif Terhadap Peraturan Daerah Tentang Transparansi”, Jarlev
Vol. 2 (01), Hal 83-100.
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dan pengawasan yang efektif terhadap peredaran minuman beralkohol di
wilayah Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, peraturan ini juga menguraikan

sanksi, termasuk pidana penjara atau denda, bagi pelanggaran peraturan ini.
F. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian terkait penelitian “IMPLEMENTASI ASAS-
ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PENERAPAN
PERATURAN DAERAH (Studi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman
Beralkohol) antara lain:

1. Pendekatan Peneilitan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yang merupakan
metode dasar untuk menganalisis peraturan perundang-undangan.
Pendekatan ini berkaitan erat dengan semua fakta hukum yang diperoleh
dari hasil wawancara, yang akan menjadi dasar penelitian. Dalam metode
ini sebuah fakta hukum, hukum positif, asas-asas, maupun sistematika suatu
peraturan perundang-undangan akan menjadi sebuah kajian dalam
penelitiabun. Dalam pendekatan yuridis-empiris ini akan lebih berfokus
pada data primer dan sekuder yang dimana terdapat bahan data primer dan
bahan data sekunder serta data tersier .*3

2. Jenis Peneltian

13 Rony Hanitijo Soemitro, (1984), Masalah-Masalah Sosiologi Hukum ,Sinar Baru, Bandung, Hal. 110
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Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat Deskriptif-
Kualikatif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menjelaskan suatu
kondisi tertentu yang didukung dengan pengumpulan data-data yang telah
dikumpulkan. Pada dasarnya dalam penelitian deskriptif ini digunakan
untuk menjawab suatu hipotesis, teori, ataupun suatu sistem yang telah
berjalan dengan mengumpulkan sejumlah data-data secara luas untuk
membuktikan atau memperkuat suatu kondisi atau fakta hukum yang terjadi
secara jelas.

Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian ini lokasi penelitian yang akan dikaji berada di lingkup
Kabupaten Sukoharjo dengan rincian tempat sebagai berikut :

a. Kantor Pemerintahan Setda Kabupaten Sukoharjo

b. Kantor Kepolisian Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo

c. Tempat indikasi penjualan minuman keras Kawasan Bekonang

Kabupaten Sukoharjo

. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan, antara lain:

a. Data Primer yang dimana berupa sebuah informasi yang didapatkan dari
hasil penelitian. Jadi untuk data yang didapatkan dari sumber pertama,
sehingga untuk hasil yang didapatkan dapat lebih akurat dan juga

relevan.
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b. Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari hasil data yang

telah ada dari literatur, data hasil penelitian yang telah dilakukan, dan

lain-lain. Bahan data sekunder yang digunakan antara lain:

1) Bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan mengikat, sangat penting dalam

penelitian ini. Bahan hukum primer khusus yang digunakan dalam

penelitian ini meliputi:

a)
b)

d)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua
atas Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang
pembentukan peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang
Nomot 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 Tentang Satuan
Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang

Standart Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja
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g) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 tahun 2023
tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

h) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 78 Tahun 2019 Tentang
Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap
Pelanggaran Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum

2) Bahan hukum sekunder adalah sumber yang berasal dari produk
terbitan yang menawarkan informasi tambahan terkait bahan hukum
primer. Sumber ini meliputi studi pustaka yang menganalisis jurnal,
buku, majalah, artikel berita, dan berbagai dokumen lainnya.

3) Bahan hukum tersier merujuk pada sumber yang menawarkan
penjelasan dan wawasan yang berkaitan dengan bahan hukum
primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data
Selanjutnya ialah teknik pengumpulan data, dimana yang akan melibatkan
berbagai metode, termasuk:
1. Wawancara

Dalam mengumpulkan data primer, di dalam penelitian ini

menggunakan sistem wawancara. Dalam wawancara ini dilakukan

kepada beberapa pihak yang berkaitan dalam penelitian ini
2. Teknik studi kepustakaan
Studi kepustakaan merupakan Teknik pengumpulan data dengan

menelaah sejumlah dokumen-dokumen tertulis seperti artikel, buku,
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laporan hasil penelitian, dan dokumen-dokumen lainnya yang
menunjang fokus daripada pokok rumusan yang akan diteliti. Dalam
Teknik ini bertujuan agar mendapatkan informasi lebih dari objek
penelitian yang sedang dikaji dan mampu menjadi resolusi dalam suatu
permasalahan yang terjadi.
6. Teknik Analisis Data
Dalam Teknik analisis data, teknik yang akan digunakan untuk penelitian
ini adalah Kualikatif-Induktif. Teknik Kualikatif-Induktif adalah sebuah
proses dimana dilakukan analisis (kualikatif) terhadap suatu fakta hukum
yang terjadi dari yang sifatnya umum kemudian disusun dan disimpulkan
menjadi sebuah konsep yang lebih mendalam atau khusus. Dalam proses
analisis ini menggunakan pendekatan kualikatif agar hasil dari penelitian

yang dikaji dapat lebih mudah dipahami.

G. Sistematika skripsi

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan akan disusun dalam format
empat bab untuk mempermudah dalam melakukan pembahasan maupun
analisis dari isi penelitian tersebut kemudian Sistem penulisannya disusun
sebagai berikut:

Pada Bab I terdapat Pendahuluan yang dimana terdapat sub bab, antara
lain Uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika

penelitian.
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Pada Bab Il adalah tinjauan pustaka. Pada tinjauan Pustaka ini penulis
akan menguraikan secara umum tentang pembentukan peraturan daerah yang
dimana meliputi:

a. Konsep Peraturan Daerah

b. Teori perundang-undangan

c. Pembentukan Peraturan Daerah

d. Konsep Minuman Beralkohol

e. Konsep Minuman Beralkohol secara Syariat Islam

Pada Bab 111 adalah hasil dan pembahasan. Pada bab ini akan menjawab
tentang pokok rumusan masalah yang ada meliputi asas-asas yang dimaksudkan
dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas
Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan
Perundang-Undangan sudah diterapkan dalam Undang-undang nomor 13
tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 12 tahun 2011
tentang pembentukan peraturan Perundang-Undangan dan analisis tentang
dampak dan hambatan dalam penerapan Peraturan Daerah kabupaten
Sukoharjo No. 4 tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman
beralkohol

Selanjutnya Bab IV adalah Kesimpulan dan Saran. Pada bab ini terdiri
dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian tentang Implementasi Asas-asas
Pembentukan Peraturan Daerah yang dimana dilakukan studi terhadap
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 tahun 2023 Tentang

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.



